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Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan kewenangan yang diatur 

dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membentuk Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, salah 

satunya Pasal 13 ayat (8) yang memberikan pengaturan mengenai larangan hewan ternak 

yang lepas di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan. Namun dibentuknya Perda tersebut 

ternyata tidak mampu merubah kebiasaan sebagian peternak di Kabupaten Pesisir Selatan 

salah satunya di Kecamatan IV Jurai yang ternaknya banyak berkeliaran di lingkungan 

sekitar sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Berdasarkan persoalan yang 

dimaksud maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimana pelaksanaan 

penertiban hewan ternak yang lepas pada Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum di 

Kecamatan IV Jurai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, kedua apa tindak 

lanjut dari pelaksanaan penertiban Hewan Ternak yang lepas pada Jalur Hijau, Taman, 

dan Tempat Umum di Kecamatan IV Jurai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir 

Selatan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan metode 

pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, 

teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan diperoleh hasil, yakni: 1) Penertiban hewan ternak oleh Satuan 

Polisi Pamong Praja yang dilakukan melalui prosedur penangkapan terhadap hewan 

ternak yang lepas pada jalur hijau, taman, dan tempat umum tidak terlaksana dengan 

optimal. Hal ini dikarenakan banyaknya faktor penghambat yang ditemukan dalam proses 

penertiban, diantaranya adalah regulasi, biaya pelaksanaannya, sarana dan prasarana, 

keterbatasan anggota Satpol PP, dan budaya hukum masyarakat. 2) Tindak lanjut 

pelaksanaan penertiban menurut Pasal 41 ayat (1) adalah hewan ternak yang lepas setelah 

dilakukan penangkapan akan dikenakan denda kepada pemilik ternak, selanjutnya 

menurut Pasal 41 (2) adalah apabila ternak yang tertangkap lewat 7 (tujuh) hari tidak 

dilakukan penjemputan maka ternak tersebut akan diserahkan kepada Dinas Peternakan 

dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan untuk dilakukan lelang terbuka, hasil 

lelang tersebut akan diserahkan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 

Namun setelah dikeluarkannya Perda tersebut belum pernah terjadi penyerahan hewan 

ternak tersebut ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. 
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